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PELUANG BISNIS 
DI MASA PANDEMI 
COVID-19

4%

7%

8%

35%

Bahan Baku

Distribusi

Produksi

Penjualan

47%

Permodalan

DAMPAK PANDEMI    
COVID-19 TERHADAP 

KOPERASI

Sumber: Pengaduan e-form Siap Bersama UMKM, 

Kementerian Koperasi dan UKM, 2020 (data diolah)

Jasa Logistik

Grosir/E-commerce

Rapat Online

Jasa Antar Makanan

Telekomunikasi & Media

Jasa Layanan Streaming

Penyimpanan Data Base

Pendidikan Online

Obat-Obatan

Aktifitas Kebugaran di Rumah

Jasa Kebersihan
Pengembalian

Pinjaman
Terganggu

Omzet Menurun

Penarikan
Simpanan

Penundaan RAT

Lain-lain 5%

9%

3%

30%

53%

Data PPKL : 27 Provinsi;  2.416 Koperasi

2020



STRATEGI KOPERASI DI MASA PANDEMI C-19

Pelatihan

Pendampingan
Komitmen

Anggota

Kerjasama

Koperasi

Usaha

Online
Komunikasi

Anggota

Jasa – 20%

Simpan Pinjam – 13,4%

Pemasaran – 2,6%

Produsen – 4,9%

Konsumen – 59,2%

KOPERASI INDONESIA

Data ODS akhir tahun 2019

Data 

Base 

Anggota

Membangun

Aplikasi

Sistem 

Trading 

Board 

KOPERASI

DIGITAL

Sistem 

Pembayaran

Online

POTENSI KOPERASI

Pengelolaan

Keuangan

DUKUNGAN LPDB – DANA PEN 
100%Rp.1 Trilyun kepada 63 Koperasi (101.011 UMKM)

69%Rp.292 Milyar kepada 37 Koperasi (18.218 UMKM)
Data : Realisasi 01 Oktober - 21 Desember 2020

123.048 Unit                

(22,5 Juta Anggota)



STRATEGI POSITIONING KOPERASI TAHUN 2021 

Digitalisasi Perkoperasian & UMKM

Program 

Deputi 

Perkoperasian

Portal

Inovasi

1,235

PPKL

Koperasi Berbasis: 

• Pengembangan Teknologi bagi Koperasi                         

dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 

• Pengembangan Database Usaha Mikro,                        

Kecil dan Menengah; dan

• Penguatan Sistem Pengawasan                                

Koperasi.

Pengembangan & Pembaruan Perkoperasian

Tersebar di 33 Provinsi 

dengan Wilayah Kerja di 

18 Provinsi dan 341 Kab./ Kota

www.ppklkemenkop.id

@penyuluhkoperasi

Edukasi 

Perkoperasian 

kepada 

Masyarakat

Kawasan Komunitas Komoditas



TERIMAKASIH

#AdaptasiDanTransformasiKoperasi

#MenujuKoperasiModern

KEMENTERIAN KOPERASI

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA



UMKM BERTAHAN PADA
SAAT PANDEMI

Victoria br. Simanungkalit |Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran

Jakarta, 29Desember 2020
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Mengurangi biaya  

utilitas (listrik, gas, air,  

komunikasi)

Dampak Pandemi COVID -19 Luar Biasa
Jika kita mengenal UMKM sebagai penopang perekonomian kala krisis tahun  

1998, maka saat pandemi COVID-19 menerjang UMKM justru yang paling runtuh lebih

dahulu.

>80%

Berkurang  

Pesanan /Permintaan

APRIL

Titik terendah  

pendapatan

Memberhentikan  

sebagian pekerja

56.8%

Mengalami kondisi  

sangat buruk

42% >30%

Mengubah jam  

operasional

68%

Menjual dengan  

metode online

46.5-

52.3%

80%

Penerapan Prokes

Prediksi Usaha  

Kembali Normal

6 Bulan -1  

Tahun

Sumber: Bappenas "Survei Kebutuhan Pemulihan Usaha Bagi UMKM Indonesia", 2020 dan Katadata Insight Center,

2020



Keuangan Pendampingan  

dan Konsultasi  

Bisnis

Alat Produksi

Keuangan Pendampingan  

dan Konsultasi  

Bisnis

Perizinan dan  

Regulasi Bisnis

Kebutuhan UMKM saat Pandemi

Kebutuhan UMKM saat Pemulihan

Kebutuhan UMKM Saat Pandemi dan  

Pemul ihan

66.71

%

48.56

%

31.05

%

43.51

%

59.53

%

26.35

%

Sumber: Bappenas "Survei Kebutuhan Pemulihan Usaha Bagi UMKM Indonesia", 2020



Apa yang sudah d i lakukan Pemerintah?
123.46 T Dana PEN dan berbagai program lintas stakeholders, Pemerintah menempuh  

langkah gotong-royong untuk memastikan UMKM bertahan di tengah dampak COVID-

19 yang kian menyesakkan.

3.4 juta unit UMKM

onboarding

303 T potensi PBJP  

dan 35 T potensi  

belanja BUMN

27 Juta masker  

UMKM senilai Rp.  

150 M kolaborasi 9  

Agregator dengan

+200 UMK, Rp.

1.8M Masker Non-

Medis Melalui  

Kimia Farma,  

Kolaborasi Karya  

Nusantara untuk  

Masker, APD, dll

Pemenuhan 7  

komoditas  

pangan  

masyarakat dari  

KUMKM melalui  

9 Klaster  

Pangan BUMN

6 Program PEN  

khusus UMKM  

mulai dari  

Restrukturisasi  

Usaha hingga  

Banpres Produktif

PEN

RPP KUMKM untuk  

Kemudahan,  

Pelindungan, dan  

Pemberdayaan  

KUMKM

UU CK



Pengembangan UMKM Pasca COVID
COVID-19 telah berlangsung sejak Maret 2020 yang artinya telah 

hampir 9 bulan, dan belum  menunjukkan tanda-tanda akan

berakhir. Penting bagi Pemerintah dan pelaku UMKM bersama-

sama  mengambil langkah pasti agar sesegera mungkin UMKM

bisa pulih.

Tergabung dalam  

klaster KONSOLIDASI

KREATIF -

IN OVATIF

Tidak hanya

pemasaran, tetapi juga  

produksi dan  

operasional

Melakukan  

perbaharuan  

berdasarkan R&D

DIGITALISASI

Perbaikan database  

UMKM melalui SIDT-

UMKM

BASIS DATA  

TUNGGAL

PEN GELOLAAN  

TERPADU

Alokasi khusus untuk  

UMK dan Koperasi  

dalam memenuhi  

kebutuhan  

Pemerintah

Transformasi UMKM  

dilakukan secara  

terpadu lintas  

stakeholders, berbasis  

timeline

4 0 % PBJ P



TERIMA KASIH
#KOPERASIKEREN #UMKMNAIKKELAS  

#BELIPRODUKLOKALKUMKMTUMBUH
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Jakarta, 29 Desember 2020

UU CIPTA KERJA KADO untuk
Koperasi Keren dan UMKM Naik Kelas

Dalam Rangka
OUTLOOK KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2021

Luhur Pradjarto
Staf Ahli Menteri Hubungan Antar Lembaga
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q Data masih tersebar di setiap k/L;
q Menggunakan Kriteria yang berbeda.
q Selama ini belum terbentuk klaster dan program

masing-masing K/L dalam pembinaan maupun
pemberian bantuan terhadap UMK belum tersinergi

q Pola kemitraan dinilai belum berkesinambungan,
terlalu luas, dan tidak membantu pengembangan
UMK.

q Banyaknya izin-izin yang harus dipenuhi oleh pelaku
UMK seperti SIUP, IUMK, NIB.

q Pembiayaan bagi UMK dilaksanakan oleh
Pemerintah untuk meningkatkan modal usaha UMK
dengan skema subsidi bunga dan subsidi
penjaminan dengan melibatkan Lembaga
Keuangan.

HAMBATAN KOPERASI & UMKM SAAT INI

Kurangnya
minat

masyarakat
untuk

berkoperasi

Belum 
melakukan
digitalisasi
koperasi

Belum adanya
transparansi

Memiliki
SDM 
yang 

lemah

KOPERASI UMKM

Pengangguran Setengah
Pengangguran

7,05 juta

8,14 Juta

Angkatan Kerja
Baru

2,24 juta

Sumber : Kemenaker 2020



Persebaran Regulasi Koperasi dan UMKM

Perin
du

4
Te

dan/atau
Peralatan

PP Nomor 107 Tahun  2015 
Tentang Izin Usaha  Industri

Permentan No 105 Tahun 
2014  tentang Integrasi 

Usaha  Perkebunan 
Kelapa Sawit dan Sapi

PP Nomor 17 Tahun 2013
Tentang Tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan  Menengah

P
el

Perpres Nomor 98 
Tahun 2014 Tentang

Perizinan untuk Usaha

UU
N

Tahun 2014
Tentang

m
P
e

r
23

e
ri

Permendagri Nomor 83 
Tahun  2014 Tentang 

Pedoman  Pemberian Izin 
Usaha Mikro dan Kecil

Te
n

UU Nomor 3 Tahun 2014  
Tentang Perindustrian

Peraturan Menteri Keuangan
No 197/PMK.03/2011 tentang

Perubahan Batasan Pajak
Pertambahan Nilai

lainnya

UUNo20 Tahun 2008 
tentang Usaha
Mikro Kecil dan

Menengah

Peraturan Menteri
Pariwisata No 18 

Tahun 2016 tentang
pendaftaran usaha

Peraturan Menteri 
Perindustrian No 11/M-
IND/PER/2/2014 tentang

Prog Restrukturisasi
Mesin atau Peralatan

Industri Kecil dan 
Industri Menengah

9

1. UU No. 20/2008 tentang UMKM
2. UU 33/2014 tentang Jaminan 

Produk Halal
3. UU 18/2012 tentang Pangan
4. UU 3/2014 tentang Perindustrian
5. UU 7/2014 tentang Perdagangan
6. UU 20/2014 tentang Standarisasi 

dan Penilaian Kesesuaian
7. UU No 16/2000 tentang Ketentuan 

Umum dan tata Cara Perpajakan
8. UU 10/1998 tentang perubahan 

atas UU 7/1992 tentang Perbankan
9. UU No. 28/2009 tentang Pajak 

Daerah dan Restribusi Daerah
10. UU 1/2016 tentang Penjaminan
11. UU No. 23/2014 tentang 

Pemerintahan Daerah

Rekap UU OMNIBUS LAW 
Klaster Kemudahan dan 
Perlindungan UMKM

REGULASI YANG BERSINGGUNGAN



v

9 kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan kepada Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 85 s/d 104)

Pemerintah pusat & daerah bisa  
memberi insentif & kemudahan  
berusaha bagi usaha menengah &  
besar yang bermitra dengan UMK

Kemudahan Pembiayaan &  
Insentif Fiskal
• Penyederhanaan administrasi 

perpajakan
• Pengajuan izin usaha tanpa biaya
• Insentif pajak penghasilan
• Insentif kepabeanan bagi UMK

dan koperasi ekspor

Pemerintah Prioritaskan  
Penggunaan DAK bagi  
pengembangan UMK
dan Koperasi

Bantuan dan  
Perlindungan  
hukum Produk UMK diprioritaskan  

dalam pengadaan jasa  
pemerintah

• Minimal 40% untuk produk
UMK dan Koperasi

Kemitraan UMK

Rest area, stasiun & terminal (angkutan,  
pelabuhan, bandara) untuk promosi &  
penjualan produk UMK dengan pola  
kemitraan.
Mengalokasikan lahan pada infrastruktur  
publik paling sedikit 30% dari total luas lahan  
area komersial.

Kemudahan untuk Koperasi

• Pembentukan koperasi primer minimal 9
orang

• Rapat anggota tahunan dapat secara  
daring atau luring

• Koperasi bisa usaha Syariah
• Buku dasar anggota berbentuk tertulis  

atau elektronik

Izin Tunggal bagi UMK
• Pemberian nomor induk berusaha (NIB)  

melalui Perizinan Berusaha secara  
elektronik

• NIB berlaku untuk semua kegiatan usaha:  
izin usaha, standar nasional  Indonesia (SNI) 
& sertifikasi produk halal

Pengelolaan terpadu UMK
• Sinergi pemerintah pusat,  

daerah & stakeholder
• Pendampingan berupa dukungan  

manajemen, SDM, anggaran &  
sarana-prasarana

• Pemberian fasilitas: lokasi, 
sertifikasi, promosi, pemasaran

SUMBER: UU No. 11 tahun 2020 Tentang CIPTA KERJA

UU CIPTA KERJA KADO BAGI KOPERASI DAN UMK
(UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)



IDENTIFIKASI SUBSTANSI UMK-M DALAM BEBERAPA RPP DAN 
RPERPRES TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU CIPTA KERJA

RPP Bidang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup

(KemenLHK) terkait
Dukungan AMDAL untuk UMK

RPP UU PT (KemenkumHAM) terkait
PT untuk UMK (pernyataan
pendirian, direktur/direksi, 

pembubaran, keringanan biaya) 

RPP UU No.33/2014 ttg Produk Halal, 
(perubahan dan tambahan pengaturan

(Kemenag) terkait
Sertifikat Halal untuk UMK, Kerjasama BPJH, 

Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 
Auditor Halal, Sanksi Administratif, Penyelia
Halal, permohonan, pemeriksaandan /atau
pengujian, penerbitan sertifikat halal, Fatwa 
Halal, Label Halal, Peran serta masyarakat.

RPP sektor Pos, Telekomunikasi, dan 
Penyiaran (Kemenkominfo) terkait

Dukungan dan Inovasi untuk
UMKM.

RPP ttg Pengupahan (revisi PP 
78/2015) (Kemnaker) terkait
Upah Minimum bagi UMK.

RPP sektor PUPR (KemenPUPR) terkait
Partisipasi UMK pada Infrastruktur

Publik dengan Pola Kemitraan
(Tempat Istirahat dan Pelayanan Jalan 

Tol)

RPP sektor Perhubungan
(Kemenhub) terkait

Partisipasi UMK pada 
Infrastruktur Publik dg 

Pola Kemitraan (Bandara, 
Terminal dan Stasiun).

Koperasi
UMKM



TERIMA KASIH
#KoperasiKeren #UMKMNaikKelas 

#SiapBersamaKUMKM



KEMENTERIAN KOPERASI 

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 

OLEH: HERUSTIATI 
STAF AHLI MENTERI BIDANG PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING  

JAKARTA, 29 DESEMBER 2020 



BERDASARKAN SEKTOR USAHA YANG TERDAMPAK 

PENDATAAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP UMKM 
KEMENTERIAN KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 

Sumber: Asosiasi ABDSI 

TERHADAP PERMINTAAN PASAR TERHADAP NILAI TRANSAKSI USAHA 

TERHADAP BAHAN BAKU 

Sumber: abdsi.id/umkm-crisis-center 



GOTONG ROYONG  BANTU UMKM 
KEMENTERIAN KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 

1 

1. PENDAMPINGAN ONLINE 

2. PELATIHAN ONLINE 

3. PEMULIHAN USAHA BAGI KUMKM 

ONLINE 

4. LAYANAN USAHA ONLINE 

2 

ASOSIASI / 

KOMUNITAS 

1. PENDATAAN UMKM 

2. PENDAMPINGAN BAGI RELAWAN COVID 19 

3. PENDAMPINGAN ONLINE 

4. FASILITASI PEMBENTUKAN PASAR 

GOTONG ROYONG 

5. KLINIK PEMULIHAN BISNIS (ONLINE) 

3 

3 

PERUSAHAAN  

TEKNOLOGI  

INDONESIA 

UMKM 
Terdampak 

Covid-19  

KONSULTASI HUKUM 



KEMENTERIAN KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 

21% 

9% 

25% 

23% 

22% 

PLUT – KUKM  
DIGITALISASI UMKM : 3.625 UMKM 

pengguna google bisnis

Penggunaan E-Wallet

Penggunaan E-Logistic

Penggunaan Social Media

Penggunaan Marketplace

JUSTIKA 

595 kasus dikonsultasikan UMKM    

23,9 

12,4 

9,8 

8,4 

8,4 

4,4 
32,6 

Pesebaran Domisili UKM 

Jakarta surabaya Palembang

Medan Bandung Semarang

lainnya

37,5 

20,5 

9,4 

6,4 4 
22,2 

Masalah yang dihadapi 

Bisnis Hutang Piutang

Ketenagakerjaan Kekayaan Intelektual

Pidana lainnya

% % 

LUNAS (LAYANAN UMKM NAIK KELAS) / FOCUS UMKM /  

AMEN INDONESIA / DIGMA /   

INTERNASIONAL COUNSIL FOR SMALL BUSINESS (ICSB) / ABDSI 

Rekrutmen dan pelatihan relawan 
pendamping covid-19,  
407 pendamping dari 34 propinsi 

PENDAMPINGAN BAGI RELAWAN 
COVID 19 

Juli s/d Des 2020, 
pendampingan full online 
melalui platform #Lunas, 
12.540 umkm 

PENDAMPINGAN FULL ONLINE 
MELALUI PLATFORM LUNAS  
(PEMULIHAN BISNIS) 

UMKM didampingi secara intens 
april sd Juni, 2.341 UMKM 

PENDAMPINGAN ONLINE 

PENDAMPINGAN PASAR GOTONG ROYONG 
Fasilitasi pasar gotong royong berbasis 
komunitas, 1.572 UMKM  

Pendataan UMKM terdampak 
covid-19, 3.593 UMKM 

PENDATAAN UMKM 

HASIL KOLABORASI 



KEMENTERIAN KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 

TERIMA KASIH 

@KemenkopUKM kemenkopukm 



Indikator  
Strategis KUMKM  
di Masa Depan
M. Riza Damanik, PhD.



2021

2022

2023

2024

Sumber : Lampiran Permenkop dan UKM  
No.5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis  
Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024

1. PDB UMKM 63,73%

2. PDB Koperasi 5,3 %

3. Kontribusi Ekspor UMKM 17,28%

4. Pertumbuhan start up 900 unit

5. 100 Unit KoperasiModern

6. 1,35% UKM naik kelas

1. PDB UMKM 65%

2. PDB Koperasi 5,5%

3. Kontribusi Ekspor UMKM 21,60%

4. Pertumbuhan start up 850 unit

5. 100 Unit KoperasiModern

6. 4% UKM naik kelas

1. PDB UMKM 62,36%

2. PDB Koperasi 5,2%

3. Kontribusi Ekspor UMKM 15,12%

4. Pertumbuhan start up 900 unit

5. 100 Unit KoperasiModern

6. 0,55% UKM naik kelas

1. PDB UMKM 64,76%

2. PDB Koperasi 5,4%

3. Kontribusi Ekspor UMKM 19,44%

4. Pertumbuhan start up 850 unit

5. 100 Unit KoperasiModern

6. 2,5% UKM naik kelas

2

ROADMAP  

PENGEMBANGAN  

KOPERASI DAN UMKM  

2021 - 2024

• Ekspor UMKM
14%

• PDB UMKM  
61.07%

• PDB Koperasi  
5.09%

Baseline
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55,5%

4,3%

Rata-rata  

kontribusi PDB  

UMKM di dunia.

Rata-rata  

kontribusi PDB  

Koperasi di dunia.

OUTLOOK 2021:  

INDIKATOR STRATEGIS KUMKM

Start-up Berbasis Inovasi dan Teknologi

Kontribusi Ekspor UMKM

Kontribusi Terhadap PDB Koperasi Modern Berbasis Digital

UMKM Naik Kelas

Rasio Kewirausahan



@KemenkopUKM

TERIMA KASIH
www.kemenkopukm. go. id



STRATEGI TRANSFORMASI 

KOPERASI MODERN 

AHMAD ZABADI 

Deputi Pengawasan  

Kementerian Koperasi dan UKM 
Jakarta 29 Desember 2020 

 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 



Keragaan Koperasi 

 Jumlah : 123.048 Unit 

 Anggota : 22.463.738 Orang 

Sebaran Koperasi  
 Sektor riil       : 106.499 Unit (86,55%) 

 KSP/KSPPS   : 16.549 Unit (13,45%) 

KSP       : 12.503 Unit (75,55%) 

KSPPS          :   4.046 Unit  (24,45%) 

PDB Koperasi : 5,1 % 

Rasio terhadap Jumlah Penduduk 

Dewasa : 8,42 % 

K 

i  

n 

i 

 

1. Koperasi Indonesia 
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 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 
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2 
Koperasi Modern  

 

 

 

 

 

Value Chain Partnership   

Koperasi yang respek terhadap 

kemajuan untuk menciptakan nilai 

tambah dan kesejahteraan bagi 

anggotanya. 

Kontribusi  Terhadap PDB 

Mewujudkan  Kontribusi Koperasi 

terhadap PDB secara tahunan-akhir 

tahun 2024 sebesar 5,10% - 5,50% 

Jumlah Koperasi  

Koperasi Baru, modern berbasis 

digital  400  Koperasi, yaitu :  

2021 = 100 Kop 

2022 = 100 Kop 

2023 = 100 kop 

2024 = 100 Kop 

Tantangan  

2. Tantangan dan Outlook Transformasi 2021 

Outlook Transformasi 2021  

Inclusive closed loop sebagai basis 

rantai kemitraan yang melibatkan :  

• UMKM (sektor/komoditas tertentu) 

• koperasi,  

• perbankan, dan 
• off taker 

1 1 

2 
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REPUBLIK INDONESIA 



Kop  

Kini 

Jumlahnya banyak  
• skala usaha kecil,  

• rasio penduduk dewasa menjadi 

anggota koperasi rendah (8,45%) 

Berdiri sendiri  

• Tidak sebagai suatu rantai 

yang saling dukung 

• Menepi/terpinggirkan 

Nilai Tambah  

 Hulu-hilir sektor riil  

• Usaha hulu dan hilir dengan pelibatan 

kemitraan para pihak dalam rantai pasok 

(inclusive closed loop), 

• Skala menengah atau besar 

• “Magnet” bagi partisipasi anggota, masyarakat, 

investor, mitra(DUSA dan DUDI) 

Profesional 

• Mendorong hadirnya profesional dalam  

manajemen koperasi yang modern  

• Dukungan teknologi digital dalam bisnis 

proses koperasi 

Koefisien Tumbuh Tinggi 

• Sektor riil yang memiliki daya ungkit atau koefisien 

tumbuh tinggi/sangat tinggi, 

• Prioritas Koperasi disektor : pangan, pertanian, 

perikanan dan pariwisata dan lainnya 

• Merupakan komoditas unggulan daerah, ekspor atau 

substitusi impor. 

3. Transformasi Koperasi Modern 

Kop 

Modern 

• Cenderung rutin dan inovasi kurang tumbuh 

• Kop.Sektor riil pencipta nilai tambah tak berkembang 

• Daya saing (kurang) 

 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 



Koperasi berbasis 

inclusive Closed 

Loop 

dikembangkan 

sebagai Koperasi 

“multi pihak” 

Multi Pihak  
Fokus koperasi 

sektor riil yang 

memiliki koefisien 

atau daya ungkit bagi 

tumbuh-berkembang. 

Fokus sektor atau  

komoditas: 

• pangan  

• pertanian, 

perikanan, dan 

• pariwisata  

Fokus 
Koperasi di 
sektor Rill Bisnis hulu-hilir, 

mendorong 

hadirnya Kemitraan 

terbuka dengan 

para pihak : 

• UMKM petani, 

pekebun, perajin, 

• Koperasi,  

• Pembiayaan/Bank,  

• Off Taker. 

Kemitraan  

• KUR, 

• Dana Bergulir 

LPDB, 

• Modal 

Penyertaan dan 

atau  Obligasi, 

• Sindikasi 

Pembiayaan 

(antar koperasi 

atau antara 

Koperasi dengan 

Lembaga 

Keuangan) 

 

Pembiayaan  
Vertikal,  Amalgamasi 

atau merger sesama 

(antar)  Koperasi 

sejenis, menjadi : 

• Kop. bersama, 

• Kop. baru 

 

Horizontal, 

 Amalgamasi atau 

merger unit usaha 

koperasi sejenis (Sub 

amalgamasi), melalui : 

• pemisahan (split off) 

• pemekaran (spin off) 

Amalgamasi  

4. Strategi Modernisasi Koperasi  

• DigBis, 

Digitalisasi  

dalam Bisnis 

Proses Koperasi 

• Meluaskan skala 

usaha dan 

efisiensi,  

• Menghadirkan 

Kemudahan, 

kecepatan, 

ketepatan   

• Go Public dan 

Go Global.  

 Digitalisasi   

 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 



Terima Kasih  

 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 
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TRANSFORMASI USAHA MIKRO INFORMAL KE FORMAL

2

BERTUJUAN UNTUK
Memberikan Kemudahan dan Perlindungan

Usaha kepada Usaha Mikro dalam

menjalankan usahanya dengan Nyaman

melalui Identifikasi dan Integrasi Data untuk

mendapatkan Fasil itas dan kemudahan

Usaha serta Perlindungan Hukum.

SEJALAN 
DENGAN

SEMANGAT

U U  C I P TA  K E R J A  N O M O R  

1 1  TA H U N  2 0 2 0  D A N  R P P  

YA N G  S E D A N G  D I S I A P K A N

“SEKTOR INFORMAL adalah cara melakukan pekerjaan apapun dengan karakteristik mudah dimasuki, bersandar pada daya lokal, 

milik usaha sendiri, beroperasi dalam skala kecil, padat karya dan dengan teknologi yang adaptif, memiliki keahlian di luar sistem pendidikan
formal, tidak terkena langsung regulasi dan pasar yang kompetitif ” (ILO, 2006)

“Informality can be defined as “the collection of firms, workers and activities that operate outside the legal and regulatory
framework” (Loayza, Serven, & Sugawara,2009). 

At the firm level, informality includes all those enterprises, but also auto entrepreneurs that produce legal goods and services
but are not compliant with the country’s labour, fiscal and/or other administrative laws and regulations (Feige,2016)”



• Modal Kecil
• Peralatan sederhana
• Laba Relatif kecil
• Tidak membayar pajak

• Tidak Berizin
• Tanpa Pembukuan
• Dikelola sedikit orang
• Pemasaran terbatas

Ciri-Ciri: 

LO
W

B
A

T
T

USAHA TERPURUK/TERANCAM GULUNG TIKAR/
TUTUP SEMENTARA

OUTLOOK TRANSFORMASI USAHA MIKRO

Terdampak Pandemi Kesulitan Modal

Tidak Terkoneksi Dengan Ekosistem

Digital dan Market Supply Chain

3

LEGALITAS
USAHA (NIB)+

TAHUN 2020 TAHUN 2021TANTANGAN

2 s/d 3 Jt NIB
*Angka PerkiraanTarget

TERBIT NIB 512.246 NIB UMi
DARI TOTAL 792.044 NIB

70%
Sumber: Pusat Komando Operasi Pengawalan

Investasi BKPM Periode Jan- Sep 2020

USAHA FORMAL

• Memiliki kecukupan modal
• Memiliki izin usaha
• Laba cukup besar
• Mampu membayar pajak

Ciri-Ciri: 

•Memiliki alat produksi
•Memiliki laporan keuangan
•Pemasaran luas
•Memiliki tenaga kerja

USAHA INFORMAL

77,68 JT orang pekerja

Sumber: BPS Per Agustus 2020



STIMULUS 
PEMBIAYAAN USAHA 
MIKRO
1. PEMBERIAN BANPRES 

USAHA MIKRO (BPUM)
2. PROGRAM PEN LAINNYA

USAHA KEMBALI
NORMAL

RANCANGAN TRANSFORMASI USAHA MIKRO 

TAHUN 2021

44
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PENDAMPINGAN 
AKTIF PEMERINTAH

KEBIJAKAN STRATEGIS
TRANSFORMASI USAHA MIKRO

INFORMAL KE FORMAL

LEGALITAS
USAHA (NIB)

PERLINDUNGAN 
DAN KEMUDAHAN 
USAHA

IZIN EDAR

FASILITASI PERIZINAN BERUPA
SNI, SERTIFIKASI HALAL DAN IZIN EDAR

INTEGRASI 
EKOSISTEM 
DIGITAL

LITERASI DIGITAL

ON BOARDING DIGITAL

AKTIVASI DAN PERLUASAN 

PENYERAPAN PASAR

KOLABORASI 
BERSAMA

PERUSAHAAN 
TEKNOLOGI

DI INDONESIA

PEMETAAN 
USAHA MIKRO

FORMAL
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KONSOLIDASI 
BRAND

MENTORING 
USAHA MIKRO PRODUKTIF 

UNTUK NAIK KELAS

KEMITRAAN DAN 
INVESTASI

AKSES PEMBIAYAN
LAINNYA

USAHA FORMAL

PENGUATAN BADAN USAHA 
MELALUI KOPERASI



OUTLOOK 2021

UKM Tangguh Penyumbang Ekspor

Jakarta, 29 Desember 2020



LATAR BELAKANG

PERMASALAHAN

Usaha Kecil dan  

Menengah

Tingginya Biaya  

Transaski, Negosiasi, dan  

Kontrak

Tingginya Biaya logistik Inbound &

Outbound

Keterbatasan Skala  

Kapasitas Usaha dan  

Standar Produk

Usaha berskala kecil belum  
dikonsolidasikan menjadi  

satu badan usaha

• Indikator  

secara

Enforcing  

global

Contract  

menduduki
peringkat 145 (Ease of Doing  

Business (EoDB) 2018)

• Beberapa UKM melaporkan

bahwa  
biaya  
yang

mereka menghadapi  
informal yang signifikan,  
seringkali diminta oleh

badan atau pejabat pemerintah.

Rendahnya akses  

informasi Pasar

16%
UMKM di Indonesia  

telah memanfaatkan  

dan terhubung dalam  

ekosistem digital

46 peringkat Logistic Performance
Index (LPI) Indonesia rendah

inbound logistics : bahan baku yang sebagian

besar impor dan volumenya yang kecil.

pengiriman produkoutbound logistics : proses

terutama tujuan ekspor.

RendahnyaAkses  

Pembiayaan

19,41%

UMKM yang terhubung  
dengan lembaga  

keuangan/Pembiayaan

5
Indonesia Rangking Ekspor ke-5 diASEAN

14,37%
Kontribusi UMKM terhadap Ekspor Nasional

6,3%
Keterlibatan sektor UKM Indonesia dalam rantai  

nilai global sangat rendah

2023

2024

2021 15,12%

2022 17,28%

19,44%

21,60%

Target  

Kontribusi  

Ekspor  

Indonesia

EKSPOR UMKM DI INDONESIA



3

1

2

4

Dukungan Standarisasi dan Sertifikasi  

Produk Internasional, Investasi atau IPO

Kurasi Champion melibatkan asosiasi profesi,  

komunitas kreatif, local brand, dan media sosial

Digitalisasi UKM 3

Memperluas Creative Space

Di Daerah

Keterbukaan Informasi Pasar  

dan Channel Distribusi

Integrasi SistemLogistik7

6

5

Factory Sharing (kemitraan)

berbasis Valuechain8

SEKTOR (KLASTER DAN PRODUK  

UNGGULAN)

PROGRAM PEMBERDAYAAN KUMKM

TARGET

Tanaman  

Pangan

PERIKANAN  

DAN  

PETERNAKAN

EKONOMI  
KREATIF

• Integrasi Sistem Logistik

• Standardisasi dan Sertifikasi

• BUMN menjadi lokomotif  

UMKM
• Market Intelligence berbasis  

digital

• UKM terhubung dalam Rantai Pasok

• Kemitraan Dengan Usaha Besar &  

Hilirisasi produk

• Korporatisasi UMKM/ Pertanian/  

Peternakan (UMKM berbasis Klaster)

EKSPOR SUBSTITUSI
IMPOR

RANTAI  
PASOK

SASARAN PROGRAM & SEKTOR

STRATEGI DAN SASARAN

STRATEGI UKM TANGGUH  

MELAKUKAN EKSPOR

Market Driven/ Market Intelegence



KemitraanPILAR  

KEBIJAKAN

Menurunkan Biaya  

Operasional dan transaksi

Menurunkan Resiko  

UMKM UMKM Terdigitalisasi

Mendorong UMKM masuk ke dalam rantai pasok nasional dan global

Jaminan Pinjaman

Optimalisasi Fintech

KUR Skema Khusus

*) Target Kementerian Koperasi dan UKM dalam Renstra 2020-2024

Digitalisasi
Pembiayaan Value  

Chain Financing

Pengembangan UMKM  

Berbasis Klaster

Pembiayaan Ekspor kepada  

pelaku UKM Berorientasi

Ekspor (UMBE)

Inkubator dalam  

peningkatan kualitas produk  

dan manajerial usaha  

Kemitraan dengan Usaha

Besar

Market Intelligence

Promosi dan Insentif bagi  

start-up/ UMKM teknologi

EDUKUKM.ID

Single Data Based

Streamlining Perijinan

Pembiayaan dalam rantai

bisnis penyediaan bahan

pasokan

Penyerapan Produk UMKM:
• Belanja Barang

Pemerintah dan BUMN

• UMKM sebagai penyedia  

produk BUMN

Penguatan Regulasi

STRATEGIC  

ACTIONS

UMKM 

NAIK

KELAS

Pusat Informasi dan Pelayanan
Terpadu UMKM (centre of

excellent)

Perluasan Pasar UMKM

Sistem Logistik

Pemasaran

TUJUAN

TARGET*



TERIMA KASIH

#KoperasiKeren #UMKMNaikKelas  

#SiapBersamaKUMKM



C VID-19
RESPONSE

OOPERATIVE AND SME

KUKM OUTLOOK 2021 

“WIRAUSAHA MUDA 

PRODUKTIF DAN BERKUALITAS”

Ir. Arif Rahman Hakim, MS



Target RPJMN 2020-2024 : 

Rasio Kewirausahaan Nasional 3,9%

Perhitungan Rasio Kewirausahaan berdasarkan Jumlah Pelaku Usaha nonpertanian

Yang Usahanya Menetap dibagi Total Jumlah Penduduk. Baseline Rasio Kewirausahaan

Nasional tahun 2019 adalah 3,3% atau setara 8,2 juta Pelaku Usaha nonpertanian Yang

Usahanya Menetap. Artinya dengan target 3,9% atau setara 9,7 juta Pelaku Usaha

nonpertanian Yang Usahanya Menetap maka perlu penambahan 1,5 juta Pelaku Usaha

nonpertanian Yang Usahanya Menetap dalam kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Penambahan 1,5 juta wirausaha harus dapat menciptakan lapangan kerja

baru serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, dibutuhkan

wirausaha yang berkualitas serta produktif dan kaum muda cenderung

memiliki potensi itu. Oleh Karenanya, wirausaha muda produktif dan

berkualitas adalah wirausaha muda yang mampu menciptakan usaha yang

inovatif dan berkelanjutan serta mampu menyerap tenaga kerja .

Dalam upaya penguatan dan pengembangan wirausaha muda produktif dan

berkualtias maka potensi demografi yang dibutuhkan adalah, usia produktif

17 s.d 24 tahun, memiliki semangat wirausaha yang kuat serta daya nalar

dan ilmu pengetahuan yang cukup serta terjaga oleh lingkungan yang

kondusif.

TARGET RPJMN 2020-2024 

YANG TERKAIT KEWIRAUSAHAAN

1

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

REPUBLIK INDONESIA

WIRAUSAHA MUDA PRODUKTIF DAN 

BERKUALITAS ADALAH WIRAUSAHA 

MUDA YANG MAMPU MENCIPTAKAN 

USAHA YANG INOVATIF DAN 

BERKELANJUTAN SERTA MAMPU 

MENYERAP TENAGA KERJA



2

Politeknik / 
Polytechnic

377.893 orang

Universitas / University
5.864.453 orang

Institut / Institute 
589.154 orang

Sekolah Tinggi / School 
of Higher Learning 

1.335.865 orang

Akademi / Academy 
145.076 orang 

Akademi Komunitas
/ Community 

College 1.679 orang

2

3 4

5

61

Pada tahun 2019 terdapat 4.621 lembaga Pendidikan Tinggi di Seluruh

Indonesia, dengan total Mahasiwa terdaftar sebanyak 8.314.120 orang

Sumber : Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2019, (RISTEKDIKTI)

POTENSI DEMOGRAFI UNTUK PENGUATAN DAN

PENGEMBANGAN WIRAUSAHA MUDA 

PRODUKTIF DAN BERKUALITAS

PERGURUAN TINGGI MEMILIKI SUMBER DAYA MANUSIA MUDA BERKUALITAS YANG BERLIMPAH, SEHINGGA LAYAK MENJADI 

PRIORITAS UNTUK PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA MUDA PRODUKTIF DAN BERKUALITAS

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

REPUBLIK INDONESIA



Kementerian Koperasi dan UKM akan mendorong

penyelenggaraan inkubator wirausaha di lingkungan

perguruan tinggi melalui bantuan operasional inkubasi

wirausaha untuk memfasilitasi implementasi ide bisnis

dan pengembangan rintisan usaha.

Kementerian Koperasi dan UKM melalui sinergi dengan

Dunia Usaha dan Industri akan menyediakan expert

bisnis untuk layanan konsultasi bisnis dan

pendampingan di lingkungan perguruan tinggi, sebagai

upaya menjaring minat dan bakat wirausaha sekaligus

sebagai sarana edukasi dan sosialiasi wirausaha

dikalangan mahasiswa.

Kementerian Koperasi dan UKM akan menggandeng

HIMBARA dan Jaringan Angel Investor untuk

menyediakan akses pembiayaan bagi mahasiswa calon

wirausaha. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM

juga akan mengalokasikan bantuan permodalan

wirausaha pemula senilai Rp.20 juta bagi mahasiswa

calon wirausaha.

Kementerian Koperasi dan UKM akan bersinergi dengan

Kemenristek/BRIN untuk memfasilitasi pengembangan

inovasi dan teknologi usaha guna peningkatan nilai

tambah dan penciptaan wirausaha berbasis peluang

1

2

3

4

KERANGKA PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN 

WIRAUSAHA MUDA PRODUKTIF DAN BERKUALITAS

MELALUI PERGURUAN TINGGI

3

INKUBASI WIRAUSAHA

AKSES 
PEMBIAYAAN

KONSULTASI BISNIS 
DAN 

PENDAMPINGAN

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

REPUBLIK INDONESIA

PILOTING PROJECT EKOSISTEM BISNIS

Alberti, Sciascia, dan Poli (2004) dalam mengkaji “Entrepreneurship Education”
menjelaskan bahwa keberhasilan seseeorang dalam berwirausaha dipengaruhi
oleh iklim usaha yang diciptakan oleh negara, dukungan dunia pendidikan, dunia
usaha itu sendiri yang juga harus bergairah.



TERIMA KASIH
@KemenkopUKM kemenkopukm



Transformasi Kebijakan 

di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM 

Agus Santoso, SH, LL.M 
Staf Khusus Menteri Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi & Pembiayaan 
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Transformasi & Kerjasama :  

KEMENTERIAN KOPERASI & UKM – LPDB KUMKM – LLP KUKM 

Undang Undang 
Cipta Kerja 

Membuka peluang usaha untuk menjaga ekonomi nasional. 

Sasaran Implementasi 

Badan  
Pembuat Kebijakan 

• Pengelolaan Dana Bergulir 
• Pendampingan 

• Inkubator Wirausaha 

• Pelaksana layanan informasi pasar 

• Sarana pemasaran, promosi, distribusi 

• Konsultasi pemasaran  

• Pelatihan manajemen & teknis pemasaran 

• Inkubasi pemasaran 



2 

Kerjasama 

Regulasi Transformasi Digital dan Modernisasi 

 Tujuh prinsip koperasi. 

 Compliance based. 

 Prudential & risk based penyelenggaraan 

transaksi keuangan termasuk AML/CFT. 

 4 klasifikasi usaha koperasi (KUK). 

Undang-Undang No.11 Th 2020 ttg Cipta 
Kerja 

Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI  
No.9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi 

 Pendirian koperasi primer (minimal 9 org),   

 Digitalisasi koperasi,  

 Koperasi dengan prinsip syariah. 

 Efisiensi manajemen:  

pendaftaran online, digitalisasi RAT, kemitraan 

dengan perusahaan, jejaring dengan Koperasi, 

digitalisasi laporan keuangan. 

 

 Akses dan layanan:  

kemudahan akses informasi dan layanan bagi 

anggota, transaksi non tunai, marketplace, 

anggota milenial. 

 

 Pengawasan:  

kemudahan menganalisis kinerja koperasi, 

mitigasi risiko. 

Dan Sinergi antar Otoritas Pengawas lainnya 

PPATK 
anti pencucian uang & pencegahan 
pendanaan terorisme (APU/PPT). 

Bank Indonesia  

sistem pembayaran dan transaksi 

non tunai a.l QRIS 

Otoritas Jasa Keuangan 
pengawasan koperasi dalam 

konglomerasi keuangan. 

Transformasi Koperasi Indonesia 



• Perluasan Akses Pasar 
• Efisiensi Proses Bisnis 

• Target 10 juta UMKM  

• UMKM di marketplace : harus bertahan             
& memiliki transaksi berkelanjutan. 

• Kegagalan di marketplace : produk & 
pelaku tidak  siap. 

Program Digitalisasi Kemenkop & UKM 

Tantangan Digitalisasi UMKM 

Sumber: Laporan KUKMHUB, 2020 

Dukungan                  
Kemenkop & UKM 

UMKM di Era Pandemi 

UMKM menggunakan social 

media/digital platform 

UMKM merubah produksinya, menjadi  

alat kesehatan, makanan, homecare. 

Sumber: Covid-19 Impact on firms in Indonesia,  survey The World Bank 

IBRD-IDA, 2020 

3 

“The world is changing very fast.  

Big will not beat small anymore. 

It will be the fast beating the slow”. 

− Rupert Murdoch − 

Digitalisasi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, meliputi komunikasi, informasi, transaksi 
(keuangan, pemasaran, pembayaran). 

42% 

40% 

Transformasi UMKM Digital 

Peningkatan 
kapasitas SDM 

Perluasan akses 
pasar 

Perbaikan 
proses bisnis 

Penciptaan local 
heroes 



TERIMA KASIH 

#KoperasiKeren #UMKMNaikKelas  
#SiapBersamaKUMKM 



Lembaga Pengelola Dana Bergulir- KUMKM Jl. Letjend. MT. Haryono Kav. 52-53, Jakarta 12770 Telp. 021-7901440, 7990756, Fax. 021-7989746

NEW LPDB

Jakarta, 29 Desember 2020
Disampaikan oleh Supomo, Direktur Utama LPDB-KUMKM

#WebinarAkhirTahunKemenKopUKM

NAFAS SEGAR 

KOPERASI
INDONESIA

1

OUTLOOK 2021



200.864
Penerima

2 T
Pencairan dana

2

Kontribusi Penyaluran

Dalam Angka

163
Mitra

16
3

20
0

2

TOTAL 2020

Catatan : Data penerima menggunakan penerima nominative dan definitive dari hasil Monev. Angka penyaluran menggunakan proyeksi s.d. 30 Desember 2020

Pada tahun 2020, LPDB berhasil mencatatkan
sejarah baru penyaluran tertinggi sejak tahun
2008 yakni sebesar Rp.2 Trilyun.

119.229
Anggota
Koperasi

1,292 T
Kepada Koperasi

100
Mitra Koperasi

10
0

11
9

1,2

PEN 2020

Growth :

16,03 %

2018 2019 2020

Target
(Rp.Mil)

1.200,0 1.700,0 1.850,0

Realisasi

0,01.000,02.000,03.000,0

PENCAIRAN DANA 
BERGULIR

2018 2019 2020

Target Maks
NPL

5,00% 5,00% 5,00%

Realisasi NPL 4,16% 2,34% 1,28%

0,00%2,00%4,00%6,00%

NON PERFORMANCE 
LOAN

Terjaga :

< 5 %



130%
CAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2020 LPDB berhasil mencapai

angka kinerja penyaluran terhadap target

yang diamanatkan.

3

Keberhasilan Capaian

Kinerja

PROSEDUR

ONLINE

PROSES

DIGITAL

DELEGASI

Pemangkasan
prosedur

penyaluran
dana bergulir.

On the Spot 
(OTS) dilakukan

secara online 
oleh Petugas.

Penyatuan proses 
serta analisa

bisnis dan risiko
secara

bersamaan.

Digitalisasi
dokumen dan 

persetujuan
selama proses.

Pendelegasian
pelaksanaan
perikatan.

TRANSFORMASI

Sepanjang tahun 2020 

LPDB telah melakukan

transformasi, melalui

beberapa strategi yang 

dilakukan.

NEWLPDB
9 November 2020 LPDB 

mendeklarasikan logo baru, dengan

filosofi lingkaran, saling

menguatkan, spirit solidaritas dan 

gotong-royong. Perpaduan roda gigi

yang berputar,  melambangkan

perputaran ekonomi Koperasi dan 

UMKM.
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LPDB NETWORK
Diharapkan menciptakan

ekosistem bisnis yang sehat
dan berkualitas bagi
Koperasi dan UMKM.

CORE BUSINESS
Penguatan core 

business LPDB untuk
melayani Koperasi dan 

UMKM.

INKUBATOR
Bekerjasama dengan 10 Inkubator
Wirausaha, untuk menciptakan startup 
Koperasi dan UMKM.

PENDAMPINGAN
Melakukan
pendampingan akses
pembiayaan dan 
peningkatan kapasitas
Koperasi.

PENYALURAN
Fokus kepada Sektor riil dengan skema
kemitraan, untuk mempercepat program 
PEN.

MITRA
(Koperasi)

KEMENTERIAN 
LAINNYA

PEMDA

BUMN

STARTUP
(KUKM)

Strategi Bisnis Baru

Tahun 2021



Terima Kasih

LPDB-KUMKM 2020

5



SMESCO SPARC

PROGRAM 2 0 2 0 - 2 0 2 1

A SMESCO  

I NI T I A T I VES

2 0 2 0

-

2 0 2 1



PENDATAAN ,   

DI G I T A LI SA SI ,  

PEMETAAN

- Digitalisasi data mitra Smesco

-Merekam secara daring &   

memperbaharui datapoints  

secara berkala

-Integrasi data UKM binaan  

dengan mitra dan lembaga  

lainnya

-Mengembangkan opsi-opsi  

serta platform untuk  

mengumpulkan datamitra
- Menganalisa, memetakan,  

dan memvisualisasikan data  

untuk perancangan program  

UKM yang tepat guna & tepat  

sasaran

Step 1:  

Digitalisasi data.

Step 2:  

Pengembangan data.

Step 3:  

Analisa data.

Phase 1: Program berbasis data

SPARC  

TRADE
SPARC  
TRAC

SPARC  

CAMPUS

2 0 2 0

-

2 0 2 1



Input: Platforms, Media, Partners.

Media  

konservatif  

&  media  

sosial

Pusat  

konsultasi  

KUKM / call  

center

Pendaftaran  

program / event

Data set  

dari mitra /  

lembaga  

lain

PENDATAAN ,   

DI G I T A LI SA SI ,  

PEMETAAN

2 0 2 0

-

2 0 2 1



PENDATAAN ,   

DI G I T A LI SA SI ,  

PEMETAAN

Output: Integrated dashboard
2 0 2 0

-

2 0 2 1



Phase 2: Link & Match

INKUBASI &   

P EM A SA RA N

Pengembangan kapasitas KUKM untuk dapat naik  

kelas, menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang  

berkelanjutan agar dapat bersaing secara global.

SPARC CAMPUS

SMESCO LABO

LOKA HEJO - KAMPUS KEBUN

KAU

Program promosi produk/jasa KUKM serta  

mempertemukan antara permintaan & pasokan.  

Menciptakan permintaan untuk industri serta  

komoditas prioritasnasional.

SPARC TRADE

KONVOIPRODUK NASIONAL

DIGITAL MARKETING

E- BROCHURE

Inkubasi Promosi &

Bisnis pemasaran

2 0 2 0

-

2 0 2 1



Phase 3: Evaluasi &

pengawasan

EVALUASI  &   

P ENGA W A SA N

Pengawasan

Mengawasi progres KUKM binaan dari data-

data &  partisipasi dalam program untuk  

menilai performa dan pertumbuhan  

bisnisnya.

Pembaharuan

Memperbaharui data apabila terjadi  

penurunan, kenaikan, ataupun pivot dalam  

bisnis KUKMbinaan.

Bantuan kelembagaan

Memberikan kemudahan bagi KUKM binaan  

yang membutuhkan asistensi untuk  

problem kelembagaan & legalitas.

Akses ke pembiayaan

Memberikan kemudahan bagi KUKM untuk dapat  

mengakses pembiayaan dari lembaga pembiayaan  

seperti LPDB, perbankan, atau lembaga lainnya

2 0 2 0

-

2 0 2 1


